
~

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR \1 TAHUN 2014

TENTANG

, CNUi'lJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
"..AN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (TIM PPID)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
"EPA!.P. DINI'.s PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN,

~'< ~,n!ir.~.1:";.;, ~fi

I ~r,~i:ig. [

"1. tsl.·i:2:n

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian dan survey oleh Komisi

Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk melihat kesadaran dan ketaatan

hukum SKPD/UKPD terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik dan Pergub 48 Tahun 2013 tentang

Layanan Informasi Publik, perlu menunjuk dan menetapkan Peiabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Tim Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (Tim PPID) di Lingkungan Oinas Pengawasan

dan Penertiban Bangunan Provinsi OKI Jakarta dengan Keputusan

Kepala Oinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi OKI

Jakarta;

1. Undang " Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik;

2. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasl

Publik.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA OINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
!=th:,I("lIIt..I/I,"l nor'\\ ,.10.\ .... 1 ...... ,' ., ". -_. -_.



;. }/ T. "lgg"ng jawab, Tligas, dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan

[,ol<L1rnenlasi (PPID) d8n Tim Pejabat Pengelo!a Inforrnasi dan

L;O?,urtl6C1tasl (Tim PPID), adalah sf:lbagai berikut:

1. PPID bertanggllnt, jawab mengkoordinasikan penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman

SelLII1Jh informasi pbli!< di "KPDIUKPD yang dapat diakses oleh

pubiik sesuai ketentuan peraturan perundang - undangal1.

2. Informasi publik, secara fisik rne!iputi:

a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara

berkala;

b. informasi yang wajib tersedia serta merta;

c. informasi yang wajib tersedia setiap saat;

d. i"formasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi

publik: dan

'3. iniormasi yang dikecualikan.

8. Il1formasi publik yang dimaksud pada butir (2), dikumpulkan dengan

cara pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD ul1tuk

clilak\.l\<.8rl pambua',an dan pemutakhiran Daftar Informasi F'L1blik

~aling kurang 1 (salll) kali dalam sebulan.

4. ~elain langgung jawab sebagaimana dimaksud pada butir (1), ,'PID

j"ga menyediakan pelayanan informasi pUblik melalui pengumLirnan

can/atau permohonan.

5. PPID bertugas untuk mengkoordinasikan pengLimuman infon"l1asi

publik metalui media yang secara efektif dapat menjangkaLi selul"uh

pemangku kepentingan.

G. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (5),

PPID menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian pemberian informasi publik yang dapat

diakses oleh pUblik melalui petugas informasi di berbagai unit

pelayanan informasi;

b. pengujian mengenai konsekuensi yang timbul sebelurn

menyatakan infonnasi pUblik tertentu dil<ecualikan:

c. pomberian alasan tertL!lis pengecualian infonnasi pUblik

secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi

pllblik ditolak;



Lamplran Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan
Penertiban Bangunan Provins. OKI Jakarta
Nomor : 11 17Irl CA '" ;lO/~

Tanggal .2> Agustus 2014

·:-i,·! P[JAesAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI
01:'1.'18 PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN

PROVINS! DK! JAKAF<TA

, ::.:-:.:-:,.;Jt j .:irI:~e~: '3 lnform('lsi .& Dokumentasi
l :"1: .>:C:}

.~ .. ill ':"Jf':: \<:yar1~n \rl~o(rnasi

Seluetaris OPPB Provinsi OKl Jakarta

Kepala Sub Baglan Umum Sekretariat

'L:f,j, ':'-.1 J.
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;'>enyelesajan Sengketa Kepala Seksl Pengaduan dan Sanksi
Bidang Penertiban

·:'0ily~)i ...1 \;'.~. ldidSi & Doklll1"lentasi

: :;,,;pab S~:lang '')engawasan
P~:mtJ6:;"l~',..Inan

;~c:. :1la a.,dang Pengawasun Kelaikan

:< ~;pGlI.J 3;":ang Perjzjnan

;';;' :1;' :,~ .:.~ j.=trlg :;"ene:tibai!

',..:~,:ll ::'(-'.<:.si e0rUrlCanaan &
;:7l0Ia!{sanaan Arsitek 8idang
~:E:ng.awHsanPambangllnan

.'l- .lsI:;. Seksi Perencanaan e..
colaksanaan Struktur Bidang
r;;enpawHsan Pernbangunan

k.2pal" Sef,si Perencanaan &
!=-'elaks.maan ln~talasi Bidang
Pt:ngr.:fIJ3san Pembangunan

~:, ... pali.1 S~ksi K.elail~an Arsitektur
~;i'~a;·l~ P.}n~awasafl Kelaiken

l'.~~,.; ..... ~ -,1,:;';1 Kolaj~~an Slruklur
CIC:iang Pengav/as.:ln l<elaikan

10. Kepala Seksi Kelaikan instalasi
Bidang Pengawasan Kelalkan

1-1. Kepala Seksi Perizinan
Pembangunan Bidang Perizinan

12. I(epala Seksi Perizinan PelTlanfaalan
Bidang Perizinan

13. Kepala Seksi Kepamllilr.an Bangunan
Bidang Perizinan

14. Kepala Seksi Penertiban
Pembangunan Bidang Penel1iban

15. Kepala Seksi Penertiban
Pemanfaatan Bidang Penertiban

16. Kepala Sub Baglan Kepegawaian
Sekretariat

17. Kepala Sub Bagian Program &
Anggaran Sekretariat

18. Kepala SLlb Bagian K~Llan9an

Sekretariat



'.Y.

9· peml)erian inf"ormasi publil( dalam format Mrdcopy ataupun

soHcopy sesuai dengan ketersediaan dan inforrnasi yang

dirrunta

'(,€putusAn in; berlaku pad-.- t~ngg3! 1f3 Agustu:; 2014

Ditetapkan dl Jakarta
pada tanggal .2, Agustus 2014
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